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BABII
JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli dalam istilah figh disebut a/-bai’ yang berarti
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.'
Pada era saat ini jual beli identik dengan menukar mata uang dengan
barang atau yang lainnya. Lafal a/-bai’ juga digunakan untuk pengertian
lawannya yang berarti menjual. Dengan demikian kata a/-bai’juga berarti

menjual tetapi sekaligus juga berarti membeli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang

dikemukakan oleh ulama figh, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan” :

PraZ a3 e JG Ju s

Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu

Yang dimaksudkan ulama Hanafiyah mengenai definisi jual
beli dengan cara tertentu adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari
pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau dapat juga

melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

! Nasroen Haroen, Figh Muamalah . . ., 111.
2 Sayyid Sabiq, Fighu al-Sunnah, (Beirut: Dar-al Fikiri, 1987), jilid III, 89.
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Selain itu menurutnya barang yang diperjualbelikan harus
bermanfaat bagi manusia, tidak diperbolehkan memperjualbelikan
bangkai, minuman keras, dan darah karena benda-benda tersebut tidak

bermanfaat bagi muslim.
1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana transaksi untuk saling memenuhi
kebutuhan mempunyai landasan hukum dalam al-Quran dan As-
Sunnah. Terdapat beberapa ayat al-Quran dan as-Sunnah tentang jual

beli diantaranya:
Dasar hukum jual beli berdasarkan al-Quran, antara lain :

a. Surat al-Bagarah ayat 198:

L ;,.'_9;0
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Artinya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak
dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan
berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang
ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum
itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

b. Surat an-Nisa ayat 29 :

? Departemen Agama R.I, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Syaamil Qur’an, 2009), 31.
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Artinya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang didasari suka sama suka diantara kamu. !

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah,

antara lain :

1) Hadith yang diriwayatkan oleh Al-hakim yang bersumber

pada Rifa’ah ibn Rafi’ :

ek Ju ¢ LT LT gade B o 801 s
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Artinya :

“Rasulullah Saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai
pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw.
Menjawab : Pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan
setiap jual beli yang diberkati”. ( HR. al-Bazzar dan al-
Hakim).’

2) Dari Ali bin Thalib, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda :

P LI 3 g i o O 8L SR &
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Artinya :

* Ibid. , 83.
> Sayyid Sabiq, Fighu al-Sunnah, . . . , 89.
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“Sesungguhnya Allah ta’ala suka jika melihat hamba-
Nya berusaha mencari sesuatu yang halal” (Riwayat Ath
Thabrani dan ad Dailami).®

3) Hadith yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim, Rasulullah

saw. Bersabda:

Geoade A3 GO 8 Ggia 0 Wns (S A S SO
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Artinya :

“Yang halal itu jelas, dan yang haram juga jelas. Diantara
keduanya syubhat. Siapa yang meninggalkan barang yang
tidak jelas berupa dosa, maka terhadap yang sudah jelas dosa
lebih pantas ditinggalkan. Dan siapa yang melakukan barang

yang tidak jelas, ia diragukan akan jatuh pada hal-hal yang

sudah jelas”. ’

Dasar hukum jual beli berdasarkan kaidah hukum ushul figh

muamalah:

)

Artinya :

“Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada
dalil yang melarangnya”. ®

Jual beli yang diberkahi oleh Allah adalah setiap jual
beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah

penyamaran dalam barang yang dijual, dan pnyamaran itu adalah

6 11
Ibid.

" At-thirmidhi, As-sunnah (‘Amman : Baitul Afka ad Dauliyah, t.t), Juz 1, 128.

YA Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke-2, 10.
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menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun
makna khianat yaitu menyangkut cakupan yang lebih umum
sehingga selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau
hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar

atau memberi tahu harga yang dusta.’
2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus
dipenuhi, agar jual beli dapat dikatakan sah oleh syara’. Menurut
jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,

yaitu10 X
a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)

1) Penjual adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual
benda/jasa kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk

individu atau kelompok.

2) Pembeli adalah seseorang atau kelompok orang yang membeli

benda /jasa baik berbentuk individu atau kelompok.
b. Ada shigat (lafal ijab dan qabul)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan

ucapan penerimaan dipihak lain baik dari penjual atau pembeli.

® Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat, (Jakarta: Grafindo Press, 2010), 27.
' Wahbah Az-zuhaili, Fiqh Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 28.
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c. Ada barang yang diperjualbelikan

Adalah objek dari suatu transaksi jual beli baik

berbentuk barang/jasa.
d. Ada nilai tukar pengganti barang

Artinya barang yang diperjualbelikan harus terdapat
nilai tukar yang sesuai dengan barang/harga sehingga diketahui

nila tukarnya.

Menurut Mardani, suatu jual beli tidak sah bila tidak

terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu'' :
1) Saling rela antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli

2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu

orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti jual beli.

3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya.
maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin
pemiliknya atau barang-barang yang masih baru akan

dimilikinya.

4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka,
tidak boleh menjual barang haram seperti khamr, bangkai dan

lain-lain.

" Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Group, 2012), 104.
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5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka,
tidak sah jual burung yang masih terbang diangkasa karena tidak

dapat diserahterimakan.

6) Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-
benda yang tidak bisa diambil manfaatnya menurut syara’.
Seperti menjual babi, cicak, kalajengking dan lain sebagainya,
karena dalam transaki yang hendak diperoleh adalah manfaat itu

sendiri.

7) Tidak dikaitkan dengan atau hal-hal lain yang tidak pasti

misalnya: “jika ayahku pergi kujual motor ini”.

8) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini
kepada tuan selama satu tahun. Maka penjualan tersebut tidak
sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pmilikan secara penuh

yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.

9) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka

tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

10) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana

penjual tidak menetapkan harga jual.

Macam-Macam Jual Beli
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Jual beli banyak macamnya tergantung dari sudut mana
jual beli itu dipandang. Maka untuk lebih jelasnya, seperti peneliti

jelaskan sebagai berikut :
a. Dilihat dari segi sifatnya.

1) Jual beli yang shahih, yakni jual beli yang disyariatkan
dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan
ungkapan lain, jual beli shahih adalah jual beli yang tidak

terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.

2) Jual beli ghair shahih, yakni jual beli yang tidak dibenarkan
sama sekali oleh syara’ dan dinamakan jual beli bathil atau
jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya
(rukunnya), tidak sifatnya dan ini dinamakan jual beli fasid

(rusak). 2
b. Dilihat dari segi obyek terhadap barang yang diperjualbelikan.
1) Jual beli pesanan (Bai’ al-Salam)

Yaitu jual beli melalui pesanan, yakni dengan cara
menyerahkan uang terlebih dahulu secara tunai, dan

penyerahan barang dilakukan setelahnya.

2) Jual beli Muqgayyadah (barter)

'2 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010), 201.
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Yaitu jual beli dengan cara menukar barang
dengan barang yang pada umumnya dikatakan barter

seperti menukar beras dengan minyak. "
3) Jual beli Mutlaq

Yaitu jual beli dengan sesuatu yang telah disepakati dan
menggunakan Dirham, Dollar, Rupiah dan lain-lain sebagai
alat penukarannya. jual beli ini yang digunakan banyak

pedagang.
4) Jual beli zhaman (alat penukar dengan alat penukar)

Yaitu menjual belikan Saman (alat pembayaran) dengan

Saman lainnya seperti uang perak dan uang emas.
c. Dilihat dari segi harga (thaman).

1) Jual beli al-murabahah, yakni jual beli mabi’ dengan harga
pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang

disepakati dalam akad.

2) Jual beli al-tauliyah, yakni jual beli mabi’ dengan harga asal

tanpa ada penambahan atau pengurangan harga.

3) Jual beli al-wadhi’ah, yakni jual beli barang dengan

pengurangan sejumlah harga atau diskon.

Y Rachmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101.
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4) Jual beli al-musawamah, yakni jual beli barang dengan tsaman
yang disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung

merahasiakan harga asalnya. '*
d. Dilihat dari segi pelaksanaan pembayarannya.

1) Jual beli tunai, yaitu jual beli dimana harga dan barang

diserahkan secara tunai.

2) Jual beli utang dengan utang yaitu jual beli dimana harga dan

atau barang diserahkan nanti (tempo). >
4. Jual beli yang tidak diperbolehkan

Berkenaan dengan jual beli yang terlarang Wahbah Zuhaili

dalam bukunya Figh Islam mengelompokkannya sebagai berikut :
a. Terlarang sebab Ahliyah

1) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut
jumhur ulama jika barang yang diperjualbelikan diberi sifat
(diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama
Syafi’iyah, Jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat

membedakan barang yang jelek dan yang baik.

'* Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Konseptual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
141.
15 Ibid., 143.
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Jual beli terpaksa

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah jual beli

tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

Jual beli Fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya)

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli
ini ditangguhkan sampai ada izin dari pemiliknya. adapun
Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah jual beli tersebut

tidak sah.

Jual beli yang terhalang

Yaitu jual beli yang terhalang karena kebodohan,

bangkrut, sakit dan orang-orang pemboros.

Jual beli malja’

Jual beli malja’ adalah jual beli orang yang sedang
dalam bahaya yakni untuk menghindari dari perbuatan
dzalim. Jual beli tersebut menurut ulama Hanafiyah adalah

tasid, sedangkan menurut ulama Hanabilah adalah Batal.

b. Jual beli tidak sah
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Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak

memenuhi salah satu rukun atau syarat.
c. Jual beli Fasid

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan
ketentuan syari’at pada dasarnya, tapi tidak sesuai dengan syariat

pada sifatnya.
5. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan oleh agama Islam
adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada
kesamaran atau unsur penipuan. Kemudian rukun dan syaratnya
terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan

khiyar lagi. '°

B. Jual Beli Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen

Dalam kehidupan masyarakat perkembangan perdagangan
khususnya pada kegiatan jual beli telah banyak cara bertransaksi antara
pelaku usaha dan konsumen. Pemenuhan kebutuhan mengenai barang dan
jasa yang diinginkan menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara
konsumen dan pelaku usaha, maka dirasa perlu adanya pemberdayaan

konsumen melalui seperangkat Undang-Undang yang tujuannya untuk

' M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi, (Jakarta: PT. RaJa Grafindo, 2003), 128.
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melindungi kepentingan konsumen dan bukan untuk mematikan para
pelaku usaha namun justru agar dapat mendorong iklim usaha yang sehat
dan lahirnya perusahaan yang tanggungjawab dalam melakukan

penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.

1. Pengertian Jual Beli

Hukum perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara
tersurat definisi mengenai jual beli, pada dasarnya terjadinya kontrak
jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya
persesuaian kehendak dan pernyataan antara keduanya dan juga
dengan barang dan harga yang menjadi obyek jual beli tersebut,
meskipun barang tersebut belum ada didepan mata dan belum
diserahterimakan. Dalam Undang-undang No. Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, yang dimaksud perlindungan konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen kemudian dijelaskan juga

mengenai subyek dan obyek jual beli yaitu sebagai berikut :

a. Subyek Jual Beli

1) Konsumen
Dalam hal ini Undang-undang Perlindungan
Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai :

Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
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sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan. '’

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
konsumen merupakan pembeli barang/jasa dari pelaku usaha

dan juga sebagai pengguna terakhir barang atau jasa tersebut.
2) Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut undang-undang

perlindungan konsumen pasal 1 ayat 3 adalah :

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum Negara Repubik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama - melalui perjanjian
penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi.

Contoh  pelaku  usaha  diantaranya adalah:

Perusahaan, BUMN, Koperasi, pedagang, penjual dan lain-lain.

b. Obyek Jual Beli
Yang termasuk obyek jual beli menurut hukum
perlindungan konsumen adalah :
1) Barang
Pengertian ~ barang  menurut  undang-undang

perlindungan konsumen pasal 1 ayat 4 adalah sebagai berikut :

"7 Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2.
' Ibid., Pasal 1 ayat 3.
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Setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik
bergerak atau tidak bergerak dapat dihabiskan maupun
tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan,
Elgipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Barang yan dijadikan obyek jual beli Misalnya Baju,

Sepatu, kursi, dan barang lainnya.

2) Jasa
Pengertian  jasa  menurut = Undang-undang
perlindungan konsumen pasal 1 ayat 5 adalah sebagai berikut :
Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau

prestasi yang disediakan = bagi masyarakat untuk
dimanfaatkan oleh konsumen.

Misalnya jasa dalam bidang kesehatan atau medis,

jasa pengacara, konsultan dan lain-lain.
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam rangka untuk menciptakan perekonomian yang
sehat, yang dapat mewujudkan adanya keseimbangan dalam
memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen dan
pelaku usaha maka dibentuklah aturan Undang-undang No.8 Tahun

1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 20
April 1999 oleh presiden Bacharudin Jusuf Habibie dan mulai berlaku

setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkannya yaitu pada tanggal 20

¥Ibid., pasal 1 ayat 4.
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April 2000. Undang-undang ini tercantum dalam lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 1999 No. 42. %
3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Dengan lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1999
disebutkan bahwa perlindungan konsumen, maka diharapkan upaya
perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini kurang
perhatian, bisa lebih diperhatikan. Asas dan tujuan hukum

perlindungan adalah sebagai berikut :

a. Asas Hukum Perlindungan Konsumen
Dalam pasal 2 UUPK No. 8 Tahun 1999 disebutkan
bahwa perlindungn konsumen diselenggarakan sebagai usaha
bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan
nasional yaitu :
1) Asas Manfaat
Harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
kepentingan konsumen dan pelaku secara keseluruhan.

2) Asas keadilan

Memberikan kesempatan kepada konsumen dan
pelaku usaha untuk melaksanakan serta mendapatkan hak dan

kewajiban secara adil.

%% Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Undang-undang perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja
Grofindo, 2011), 69.
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3) Asas Keseimbangan
Memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil
dan spiritual.
4) Asas Keamanan dan keselamatan Konsumen
Memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan
kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan
pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau
digunakan.
5) Asas Kepastian hukum
Baik pelaku maupun konsumen menaati hukum dan
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan

konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan-
pengaturan perlindungan konsumen adalah agar membuat para pelaku
usaha dan konsumen menjadi lebih bertanggung jawab dalam
melakukan kegiatan jual belinya. Menurut pasal 3 UUPK tujuan
diterapkannya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen adalah :

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian

konsumen untuk melindungi diri.
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2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau
jasa.

3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi.

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha.

6) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Untuk itu Undang-undang juga perlu mengatur mengenai
transaksi jual beli yang menyangkut kepentingan konsumen yaitu
mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan hak konsumen dan

perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diantaranya :

Hak konsumen sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 4 yaitu
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Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan terhadap barang
dan atau jasa yang dikonsumsi. Harus sesuai dengan standart
pangan.

Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang
dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang telah diperjanjikan.

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan atau jasa. Harus dijelaskan kondisinya kepada
konsumen.

Hak untuk didengar pendapat atau keluhan dan keluhannya atas
barang dan atau jasa yang digunakan.+

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
berupa pelatihan.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.

Hak untuk mendapatkan kompensas, ganti rugi dan atau pergantian,
apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian yang sebagaimana mestinya.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.
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Dari beberapa hak konsumen yang tercantum pada pasal
diatas, peneliti lebih memfokuskan pada hak konsumen pasal 4 huruf g,
bahwa menurut ayat tersebut konsumen berhak diperlakukan atau
dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang dimaksud
tidak diskriminatif yaitu tidak membeda-bedakan antara konsumen
berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan

status social lainnya.

Pasal 16 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui
pesanan dilarang untuk :
a) Tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian
sesuai dengan yang dijanjikan.
b) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi.
Ada beberapa macam sanksi yang dijatuhkan apabila

melanggar hal-hal yang tersebut diatas yaitu seperti pada pasal 62:

a) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pasal 8, 9 pasal 10, 13, 17, 18 maka dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.

2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

b) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 11, 12, 13 ayat (1) 14, 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d
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dan f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

pidana denda paling banyak Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah).

c) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat,
cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang

berlaku.

C. Ketentuan Umum Tentang Jual Beli Pesanan (Akad Salam)

1. Pengertian Jual Beli Pesanan

Pengertian jual beli pesanan dalam figh Islam disebut
dengan as-salam atau as-salaf, secara terminologi para ulama figh

mendefinisikan dengan:
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Yang artinya :

Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau
menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran
modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

as-Salam dinamai juga as-Salaf (pendahuluan) yaitu penjualan
sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam

tanggungan dengan pembayaran disegerakan.
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Para fuqaha menamainya dengan al-Mahawij (barang-barang
mendesak), karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada ditempat

sementara dua pihak yang melakukan jual beli mendesak.

Pemilik uang butuh membeli barang, dan pemilik barang
butuh pembayarannya sebelum barang ada ditangan untuk ia gunakan
memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan tanamannya sampai waktu
tanaman dapat dipanen/masak. Jual beli semacam ini termasuk

kemaslahatan kebutuhan.
2. Dasar Hukum as-Salam

Adapun dasar hukum disyariatkan jual beli salamm

bersumber dari al-Quran, Sunnah, dan Ijma’ para ulama.

Adapun dasar hukum akad salam yaitu surat al-Bagarah ayat

282:
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah
iamenulis...... 2

*! Departemen Agama R.1, Alquran dan Terjemahnya, . . . , 48.
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Dari ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa dalam
melakukan kegiatan hutang piutang. Salah satunya adalah kegiatan
jual beli pesanan, yaitu kegiatan jual beli yang menangguhkan
penyerahan barang namun pembayaran harga dilakukan diawal.

Maka, harus dituliskan secara jelas.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli salam
ini hanya /jab (ungkapan dari pihak pemesan dalam memesan
barang) dan gabu/ (ungkapan pihak yang menerima pesanan).
Adapun rukun jual beli pesanan menurut jumhur ulama selain

Hanafiyah yaitu :

a. Rukun Jual Beli Pesanan

Adapun rukun salam adalah :

1) Shighat

Ijab dan qabul dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali
yang dimaksud ijab disini adalah menggunakan lafal salam
(memesan), salaf (memesan), dan bay’ (menjual). Seperti jika
pemilik modal mengatakan, “saya memesan.” Lalu pihak yang

lain menjawab, “saya menerima.”



44

2) Pihak yang melakukan akad

Dalam akad salam pihak pembeli dalam jual beli pesanan
disebut al-muslim atau (pihak yang menyerahkan), sedangkan

pihak penjual disebut al-muslam alaih (pihak yang diserahi).
3) Barang objek akad

Barang yang dijual disebut al-muslam fiih (barang yang
diserahkan). Namun barang objek akad yang ada pada akad
salam berbeda dengan akad jual beli shahih dikarenakan barang

objek akad diserahkan dikemudian hari.
4) Harga Barang

Harga barang disebut dengan ra’su mal salam (modal as-
salam). Dalam jual beli pesanan menggunakan akad salam,
maka pembayaran harga barang dilakukan sesegera mungkin

atau pada waktu akad.
b. Syarat-syarat Jual Beli Pesanan
Menurut mazhab Syafi’i ada empat syarat akad salam :

1) Disyaratkan pada kedua pelaku akad salam syarat-syarat yang
ditetapkan pada jual beli, seperti baligh, berakal dan tidak ada

paksaan.
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2) Disyaratkan dalam akad salam shigat harus bersifat jelas dan
pasti dan terbebas dari hak khiyar syarat, karena keberadaan
khiyaar ini akan mengakibatkan penundaan penyerahan modal

salam (harga barang) dari majelis akad.

3) Modal salam harus diketahui oleh kedua pihak baik jumlah
maupun spesifikasi lainnya. Selain itu, modal salam harus
diserah terimakan dalam majelis akad sebelum kedua belah

pihak berpisah.

4) Syarat-syarat barang yang dibeli

Syarat-syarat barang yang dibeli menurut Nasroen Haroen

adalah®® :

a) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, maksudnya harus
dijelaskan apakah barang tersebut merupakan gandum,

susu, pakaian atau lainnya.

b) Barang itu harus diketahui jenis, tipe, jumlah, dan sifatnya
oleh kedua belah pihak. Seperti membeli gandum tipe
sahliyah (yang ditanam di tanah datar), tipe sagiyvah (yang

disiram) atau tipe jabaliyah (yang ditanam di pegunungan).

c) Barang tersebut harus dapat diserahkan sesuai dengan tipe

dan waktunya sehingga tidak boleh mengganti barang

2 Nasroen Haroen, Figh Muamalat . . ., 114.
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salam dengan barang lainnya, akad salam juga tidak boleh
dilakukan pada barang yang biasanya tidak ada di pasaran,
pada waktu penyerahan barang seperti memesan anggur

pada musim dingin.

Tidak terdapat salah satu sebab riba fadhl, yaitu takaran
atau timbangan dan jenis yang sama. Jika salah satu sebab
ini dijumpai maka terjadilah riba nasiah. Dan setiap akad

yang mengandung riba maka akad menjadi rusak.

Menentukan waktu penyerahan barang, waktu ini harus
jelas dan pasti, sehingga tidak sah sebuah akad salam jika

waktu penyerahan tidak diketahui.

Menentukan tempat penyerahan barang. Jika barang
tersebut menuntut beban penyerahan seperti harus dibawa
setelah mereka semua sepakat bahwa tidak boleh tidak

menentukan tempat penyerahan barang dalam akad salam.



